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Abstrak 

 

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasukan modal merupakan 
fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

wanprestasi, bisa karena faktor kesalahan para pihak maupun di luar kesalahan para pihak. 
Rumusan masalah dalam tesis ini adalah  bagaimana  kekuatan hukum akta pengakuan 
hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal, bagaimana akibat hukum wanprestasi 

terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal, bagaimana 
pertimbangan hukum hakim Hakim dalam memutuskan perkara No. 191 K/Pdt/2019. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum 
yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma 
hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan 

mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum akta pengakuan hutang dalam 

perjanjian kerjasama pemasukan modal adalah merupakan sutau alat bukti yang sempurna 
bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Akibat hukum wanprestasi terhadap 
akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal maka pihak yang 

dirugikan melakukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian  diwajibkan 
memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama yang menentukan 

pihak yang ingkar janji bersedia untuk dituntut dan menanggung segala biaya yang timbul 
dari penagihan tersebut. Pertimbangan hukum hakim Hakim dalam memutuskan perkara No. 
191 K/Pdt/2019 adalah perjanjian tersebut telah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-

undang, sehingga hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan 
hutang piutang yang disertai dengan bunga dimana penggugat dan tergugat sepakat bahwa 

penggugat adalah pihak yang memberi hutang (kreditur) sedangkan tergugat adalah pihak 
yang berhutang (debitur) dengan ketentuan bahwa tergugat harus mengembalikan pinjaman 
dalam tempo 3 (tiga) bulan dengan disertai pembayaran keuntungan. 

. 
Kata Kunci: Wanprestasi, Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian . 

 

Abstract 

 

Default in the implementation of capital investment cooperation agreements is a phenomenon 
that often occurs in practice. Many factors cause default, it could be due to the fault of the 

parties or outside the fault of the parties. The formulation of the problem in this thesis is how 
the legal strength of the debt recognition deed in the capital investment cooperation 

agreement, what is the legal effect of default on the debt recognition deed in the capital 
investment cooperation agreement, how is the legal consideration of the judge judge in 
deciding case No. 191 K / Pdt / 2019. The research method used is descriptive analysis which 

leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal 
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norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by 
processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal 

materials. The results show that the legality of the debt recognition deed in the capital 
investment cooperation agreement is a perfect means of evidence for the parties in the event 
of a dispute in court. As a result of the default law on the deed of debt recognition in the 

capital investment cooperation agreement, the injured party sues so that the party causing 
the loss is required to provide compensation as stipulated in the cooperation agreement 

which determines that the party who breaks the promise is willing to be sued and bear all 
costs arising from the collection the. Judge Judge's legal considerations in deciding case No. 
191 K / Pdt / 2019 is that the agreement has been valid and binds the parties as law, so that 

the legal relationship between the plaintiff and the defendant is a debt and credit relationship 
accompanied by interest in which the plaintiff and defendant agree that the plaintiff is the 

creditor (creditor) while the defendant is an indebted party (debtor) provided that the 
defendant must repay the loan within 3 (three) months, accompanied by profit payments.  
 

Keywords: Default, Deed of Debt Recognition, Agreement. 

 

I. PENDAHULUAN 

Setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat 

dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan 

orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang mempunyai akibat 

hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai 

akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat 

begitu pula dengan hukum perjanjian.1 

Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan 

hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah 

munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan 

hukum dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber 

perikatan selain undang-undang.2 

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini, diatur oleh peraturan-peraturan hukum. 

Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menelusuri hampir semua 

bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang 

kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin 

 
1I.G.Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Kesaint Blanc, Jakarta, 2013, hal.23 
2 R. Subekti. Pokok-Pokok Perdata, Intermasa, Bandung, 2012, hal. 127 
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penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja 

secara efektif dalam masyarakat.3 

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) 

mengatur bermacam-macam perjanjian yang pada umumnya merupakan perjanjian 

konsensuil yaitu perjanjian yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak, ada perundingan atau penawaran sebagai t indakan mendahului 

tercapainya persetujuan yang tetap, tawaran pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya, 

tercapainya kata sepakat tentang pokok perjanjian.4 Suatu perjanjian mempunyai kekuatan 

hukum, artinya mengikat para pihak yang membuatnya apabila perjanjian itu dibuat secara 

sah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Para pihak 

harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya dan jika ada pihak yang tidak 

melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi 

atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang 

dibuat para pihak.5 

Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian kerjasama 

pemasukan modal dan dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana 

pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Tentunya dalam 

melaksanakan suatu perjanjian kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh 

salah satu pihak dalam perjanjian.  Keadaan yang demikian, maka berlakulah ketentuan-

ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan 

pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.6 

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasukan modal merupakan 

fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

wanprestasi, bisa karena faktor kesalahan para pihak maupun di luar kesalahan para pihak. 

Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan, tidak tertutup kemungkinan 

adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (wanprestasi), baik secara sengaja 

maupun karena keadaan memaksa (force majeur/overmacht).7 

 
3 I.G.Rai Widjaya, OpCit, hal. 24 
4 Ibid, hal. 28 
5Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 98. 
6 Sri Soedewi Masjchun Sofyan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty, Yogyakarta, 2012, 

hal. 82 
7 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 183 
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Wujud wanprestasi bisa berupa: debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru 

berprestasi, debitur terlambat berprestasi.8 Maksud dari debitur dalam hal ini adalah pihak 

kontraktor. Namun karena yang namanya ganti rugi itu adalah untuk mengganti apa 

seharusnya dalam keadaan normal akan diperoleh kreditur, kalau debitur tidak wanprestasi 

maka tuntutan ganti rugi, sebagai akibat sita jaminan. 9 

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang 

dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi intuk memberikan ganti rugi, 

sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena 

wanprestasi tersebut. Terjadinya wanprestasi, masyarakat pasti dirugikan karena tidak juga 

dapat menikmati manfaatnya.10 

Wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan 

modal terjadi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/Pdt/2019 antara Teuku 

Muhammad Taufiq sebagai penggugat melawan Suri Setiawan selaku tergugat. Wanprestasi 

atas perjanjian kerja sama dan akta pengakuan hutang dengan jaminan antara penggugat dan 

tergugat terjadi bermula ketika pada tanggal 9 Agustus 2016 telah disepakati dan dilakukan 

penandatanganan perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat. 

Berdasarkan akta perjajian hutang dengan jaminan yang dibuat dan ditandatangani di 

hadapan Notaris. maka tergugat telah mengakui adanya hutang berupa pinjaman sementara 

sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan lunas sampai 

dengan tanggal 09 November 2016. Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 

tanggal 09 November 2016 tergugat tidak memenuhi pembayaran atau pemenuhan prestasi 

kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan selalu menghindar untuk memenuhi 

kewajibannya sehingga dengan demikian penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini 

diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang 

diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan 

secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Jadi deskriptif analitis maksudnya adalah 

untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan dari setiap temuan data 

 
8 J. Satrio, Op. Cit, hal. 122 
9 Munir Fuady Op.Cit, hal. 114 
10 Ibid,. hal. 116.  
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baik primer maupun sekunder, langsung diolah dan dianalisis untuk memperjelas data secara 

kategoris, penyusunan data secara sistematis, dan dikaji secara logis.11 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.12 Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus atau 

penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang 

meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan 

perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan 

perumusan penelitian.13 

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan  (statute aproach)  dalam   

dengan menganalisis  tentang wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian 

kerjasama pemasukan modal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/Pdt/2019. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian 

Kerjasama Pemasukan Modal  

Prakteknya dalam perjanjian melakukan kerjasama pemasukan modal para pihak telah 

sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan persengketaan secara musyawarah dan jika 

dengan musyawarah tidak terdapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui arbitrase. 

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak 

pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian ini, 

maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut : 

a. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan 

musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak 

tersebut mengenai permasalahan yang timbul. 

b. Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapan di tempat kedudukan 

pihak pertama. 

c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para 

pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat 

permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah. 

 
11 Muslan Abdurrahman, Op.Cit, hal. 91 
12 Roni Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 2008, hal. 11 
13Ibrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 336 
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2. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah 

terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa 

musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk 

bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk 

menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri  

3. Selama proses musyawarah masih berlangsung, pihak kedua tidak diperkenankan 

menghentikan pekerjaan, kecuali pihak pertama menentukan sebaliknya.14 

Pembuatan kontrak walaupun didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal 

mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya 

perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah 

disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :  

1. Musyawarah 

Terjadinya perselisihan atau silang sengketa, maka perselisihan tersebut akan 

diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila 

jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak 

telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka 

waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk 

menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri. 

2. Penyelesaian Melalui Pengadilan. 

Pembuatan perjanjian walaupun didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal 

mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya 

perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah 

disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :  

a. Badan Peradilan (Pengadilan) 

b. Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc) 

c. Alternatif penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi).15 

Dengan demikian dalam hal terjadi wanprestasi maka salah satu cara penyelesaian 

yaitu melalui pengadilan. Upaya penyelesaian melalui pengadilan dilakukan  jika upaya 

hukum di luar Pengadilan mengalami kegagalan. Umumnya dalam perjanjian tersebut 

dicantumkan ke Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut diajukan. Jika hal tersebut tidak 

 
14M. Husein dan A. Supriyadi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2016, hal. 26 
15 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,  Ghalia Indonesia, Jakarta,  2014, 

hal.32. 
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dicantumkan, maka sebagai pedoman untuk mengajukan gugatan yaitu tempat objek 

perjanjian itu berada.  

Hakikatnya perjanjian yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mana hal 

tersebut juga tunduk pada hukum perjanjian dan hukum perikatan dalam KUHPerdata, maka 

penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di 

Indonesia. Dalam hal penyelesaian sengketa dipilih melalui pengadilan atau secara litigasi, 

maka menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tata cara pengajuan gugatan 

harus mengacu pada Hukum Acara Perdata.16 

3. Penyelesaian di Luar Pengadilan. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara : 

a. Melalui pihak ketiga yaitu : 

1) Konsultasi 

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal” antara satu pihak 

tertentu, yang disebut dengan  “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan.17  

2) Negosiasi 

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian diantar para pihak 

yang bersengketa18 seseuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 

1851-1864 BAB ke delapan belas Buku III KUHP Perdata tentang perdamaian, 

terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa harus 

dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua 

aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup 

ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah 

pihak.Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke 

Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian 

sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat 

dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, 

baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR) 

3) Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan 

Lembaga    Alternatif Penyelesaian Sengketa). 

 
16 Ibid, hal.33. 
17 M. Yahya Harahap,  Arbitrase,  Sinar Grafika,  Jakarta, 2011, hal.25. 
18 Ibid, hal.26. 
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Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga 

yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu 

pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh 

kedua belah pihak.19 

4) Konsiliasi. 

Konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian sengketa dengan cara 

damai,secara baik,digunakan di pengadilan sebelum sidang dengan pandangan 

mencegah pemeriksaan pengadilan dan dalam sengketa perburuhan sebelum 

arbitrase.20 Pengadilan Konsiliasi adalah pengadilan dengan syarat yang diusulkan 

penyesuaian,sehingga untuk menghindari litigasi. 

b. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc. 

Selain penyelesaian dengan sarana mediasi dan konsiliasi, cara lain yang dapat 

ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerja konstruksi adalah dengan cara 

arbitrase. Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase telah diatur secara tersendiri dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase 

adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan 

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Sehubungan dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrse, hal ini harus 

dijelaskan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi, arbitrase apa yang dipilih 

(lembaga atau ad hoc), termasuk pula peraturan prosedur yang dipakai untuk menghindari 

persepsi yang berbeda antara para pihak yang dapat menjadi benih sengketa yang baru. 

Sejalan dengan ketentuan perjanjian kerjasama pemasukan modal bahwa apabila 

terjadi perselisihan maka penyelesaiannya berdasarkan isi perjanjian kerjasama yang telah 

para pihak tandatangani. Adapun bentuk penyelesaian perselisihan dalam perjanjian 

kerjasama pemasukan modal bahwa bilamana dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini 

terdapat perselisihan antara  kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam 

penafsiran salah satu pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak 

sepakat  untuk  sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara 

musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata 

 
19 Ibid, hal.30 
20Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan, EISAM, Jakar ta, 

2017, hal.67. 
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tidak  berhasil  mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa 

yang timbul  dari  perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri. 

Dilihat dari segi penyelesaian perselisihan di atas maka jelas dalam hal ini ada dua 

bentuk penyelesaian perselisihan yaitu  dilakukan dengan jalan musyawarah, namun apabila 

cara tersebut tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses 

pengadilan, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dan sesuai dengan perjanjian perjanjian 

kerjasama pemasukan modal yang berlaku. 

Dengan demikian sebagai akibat wanprestasi, maka para pihak melakukan upaya 

perdamaian atau dengan kata lain akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara 

musyawarah dan jika dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak 

sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menempuh jalur hukum melalui 

pengadilan. 

 

B. Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kerjasama  

Pemasukan Modal 

Akta pengakuan hutang adalah suatu akta yang berisikan pernyataan sepihak yang 

ditanda-tangani oleh debitur, berisikan pengakuan hutang dengan jumlah uang yang 

dinyatakan dalam akta tersebut, dimana akta tersebut dibuat dengan syaratsyarat yang dibuat 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang utang piutang dengan menggunakan 

akta notaris.21 Akta pengakuan hutang harus memenuhi syarat-syarat, dan berisi pengakuan 

murni, pernyataan sepihak dan besar utang pasti dari debitur. Akta pengakuan hutang 

menurut Pasal 224 HIR yang dibuat secara notarial dapat dikeluarkan grosse nya yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.22 

Fatwa Mahkamah Agung RI No. 213/229/85/Um-TU/Pdt, tanggal 16 April 1985, 

menyebutkan, pengertian Akta Grosse seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg 

ialah suatu akta autentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu 

kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam 

 
21G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,  Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 31. 
22Habieb Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 14 
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Akta Grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila 

persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.23 

 Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang 

berisi pernyataan debitur secara sepihak yang memberikan pengakuan bahwa debitur 

memiliki hutang kepada kreditur dengan nilai utang yang disebutkan secara jelas dan pasti 

dalam akta pengakuan hutang tersebut. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris 

tersebut merupakan bukti autentik bagi para pihak baik kreditur maupun debitur, bahwa telah 

terjadi perbuatan hukum hutang piutang dimana kreditur telah memberikan sejumlah uang 

kepada debitur dengan janji debitur akan mengembalikan pinjaman uang tersebut sesuai 

kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik dalam hal cara pembayaran 

maupun jangka waktu pembayarannya. Akta pengakuan hutang dibuat dalam akta tersendiri 

dan tidak boleh dicampur dengan perbuatan hukum lainnya atau klausul-klausul lainnya 

diluar pernyataan pengakuan hutang debitur tersebut.24 

Apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran utangnya maka akta 

pengakuan hutang yang telah dibuat sebelumnya oleh notaris tersebut dapat dijadikan dasar 

untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan yang diberikan debitur dengan adanya 

grosse akta. Akta pengakuan hutang yang dibuat secara autentik oleh notaris dapat juga 

dilakukan terhadap perjanjian hutang piutang perorangan dengan objek jaminan. 25 

Hutang piutang secara perorangan adalah bahwa pihak pemberi piutang membuat 

suatu perjanjian dengan pihak yang berhutang bahwa telah terjadi suatu perjanjian hutang 

piutang secara perorangan antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan adanya jaminan 

hutang dari pihak yang berhutang. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang perorangan 

tersebut, maka pihak pemilik piutang atau yang mengutangkan sejumlah uang dan pihak yang 

berhutang membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam 

perjanjian hutang piutang, yang dapat dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan 

maupun akta autentik notaris. 26 

Apabila perjanjian hutang piutang perorangan tersebut dibuat dengan menggunakan 

akta di bawah tangan maka apabila debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan pembayaran 

hutangnya kepada kreditur maka perjanjian hutang piutang tersebut tidak dapat diikuti 

 
23Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris , Refika 

Aditama, Bandung, 2014, hal. 38 
24 Ibid, hal.39. 
25 Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hal.166 
26 Salim HS, Op.Cit, hal. 43 
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dengan diterbitkannya grosse akta yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 

keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila perjanjian hutang piutang 

secara perorangan tersebut dibuat dengan menggunakan akta autentik notaris maka apabila 

debitur wanprestasi maka notaries atas permintaan kreditur dapat menerbitkan grosse akta 

yang merupakan salinan pertama dari perjanjian hutang piutang perorangan tersebut.27 

Terbitnya grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris menjadi dasar hukum bagi 

kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan hutang milik debitur dalam upaya 

mengambil kembali piutangnya kepada debitur tersebut. Kekuatan hukum grosse akta adalah 

sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan karena di 

dalam grosse akta tersebut termuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” yang pada intinya memiliki kekuatan yang sama dengan suatu keputusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.28  

Eksekusi terhadap jaminan hutang yang merupakan milik dari debitur tetap mengacu 

kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan 

eksekusi harus terlebih dahulu diawali dengan teguran dari kreditur kepada debitur agar 

melaksanakan prestasinya yaitu membayar hutang-hutangnya sesuai ketentuan yang telah 

disepakati dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Teguran dapat berupa teguran lisan 

maupun teguran tertulis. Apabila teguran lisan diabaikan oleh debitur maka diikuti dengan 

teguran tertulis yang disebut dengan somasi yang dikirimkan oleh kreditur kepada debitur 

sebagai peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya. Apabila debitur juga tetap 

mengabaikan teguran tertulis yang dikirim oleh kreditur sebanyak tiga kali maka kreditur 

dengan dasar hukum grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris sebagai salinan pertama dapat 

melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan hutang milik debitur tersebut.29 

Secara umum Grosse akta pengakuan utang diatur pada Pasal 224 HIR/258 RBg. 

Grosse akta sendiri merupakan salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik 

yang khusus bila dibandingkan dengan akta autentik lainnya. Adapun pengertian dari grosse 

akta sendiri adalah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) dari minuta akta (naskah 

asli) yang di atasnya (di atas judul akta) memuat kalimat berikut ini: Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dibawahnya dicantumkan kalimat berikut ini: 

 
27Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2016, hal. 16 
28 Ibid, hal.17. 
29Victor M. Sitomurang dan Cormentyna Sitanggang. Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi, Rineka Ci pta, 

Jakarta, 2013, hal. 26 
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diberikan sebagai grosse pertama dengan menyebut nama dari orang, yang atas 

permintaannya, grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.30 

Sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 258 RBg, sehingga pelaksanaan 

eksekusi objek jaminan milik debitur oleh kreditur dengan kekuasaanya sendiri akan menjadi 

cacat hukum dan tidak memiliki legalitas dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang tersebut telah kehilangan kekuatan 

eksekutorialnya dan menjadikannya sebagi grosse akta yang tidak memiliki kekuatan 

eksekutorial.31 

Bukti tulisan didalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam 

hubungan keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat 

dipakai apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa 

tulisan. Dari bukti-bukti tulisan itu terdapat sesuatu yang sangat berarti untuk pembuktian, 

yang dinamakan akta, suatu akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk di 

jadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, dengan demikian maka unsur yang 

penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk membuat suatu bukti tertulis 

penandatanganan akta itu, syarat penandatanganan itu dapat dilihat dari Pasal 1874 

KUHPerdata dan Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 Nomor 29 yang memuat 

“Ketentuanketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan dari 

orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.32 

Seorang notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, dan seorang pegawai catatan 

sipil adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, dengan demikian maka akta 

notaris, surat keputusan hakim, surat proses verbal yang dibuat oleh juru sita pengadilan dan 

surat-surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil adalah akta-akta autentik.33 

Apabila dua orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah 

mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada notaris supaya dibuatkan suatu akta, maka 

akta ini adalah suatu akta yang dibuat dihadapan notaris, notaris hanya mendengarkan sesuatu 

yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang 

dibuat oleh dua orang dalam suatu akta.34 

 
30 Ibid, hal.27 
31Suharsimi Arikunto, Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik ,  Agung Semarang, 2015, hal. 72 
32 Santia Dewi dan R. M. Fauwas Diradja, Op.Cit, hal.57 
33Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal.31 
34 Ibid, hal.33. 
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Suatu perjanjian juga haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (goeder trouw atau 

bona fide atau good faith), demikian yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata. Undang-undang mensyaratkan pelaksanaan (bukan pembuatan) dari suatu 

perjanjian yang harus beritikad baik. Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, dinyatakan bahwa 

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, 

tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, 

kebiasaan, dan undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.35 

C. Pertimbangan Hukum Hakim Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 191 

K/PDT/2019 

Para pihak dalam perkara ini adalah Teuku Muhammad Taufiq sebagai penggugat 

melawan Suri Setiawan sebagai tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  21 

Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Meulaboh 

pada tanggal 21 Agustus 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo, telah 

mengajukan gugatan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 telah disepakati dan dilakukan 

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara penggugat dan tergugat di Kantor Notaris 

Rahmat Jhowanda di Meulaboh, yang turut disaksikan dan ditandatangani oleh Teuku Fajar 

Mulia Ramadhan dan Iskandar Mirza sehingga perjanjian kerja sama tersebut menjadi 

pedoman dan ketentuan yang sah serta merupakan undang-undang bagi para pihak 

(penggugat dan tergugat). 

Berdasarkan pasal 1 perjanjiann kerja sama tersebut penggugat telah memberikan 

pemasukan modal uang berupa pinjaman sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) untuk modal kerja sama dibidang property kepada tergugat yang 

diterima oleh tergugat setelah perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani. 

Bukti telah diterimanya uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) oleh tergugat setelah ditandatangani perjanjian kerja sama, maka pada hari tersebut 

juga dibuatkan akta pengakuan hutang dengan jaminan sebagai bukti kwitansi sebagaimna 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 perjanjian kerja sama dan dalam konsideran akta 

pengakuan hutang dengan jaminan, yang menyebutkan “akata ini berlaku juga sebagai tanda 

bukti penerimaan (kwitansinya). 

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam perjanjian kerja sama, maka tergugat wajib 

untuk mengembalikan pinjaman modal sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar 

 
35 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,hal. 207   



 
 

Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021   Page | 1110 

lima ratus juta rupiah) dan keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000.000,- 

(sembilan ratus juta rupiah) kepada penggugat secara sekaligus dan tunai paling lambat pada 

tanggal 09 November 2016. 

Berdasarkan akta perjajian hutang dengan jaminan yang dibuat dan ditandatangani di 

hadapan Notaris Rahmad Jhowanda, tanggal 09 Agustus 2016 maka tergugat telah mengakui 

adanya hutang berupa pinjaman sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus 

juta rupiah) yang dibayarkan lunas sampai dengan tanggal 09 November 2016. Ternyata 

sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 09 November 2016 Tergugat tidak 

memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada penggugat tanpa alasan yang 

jelas dan selalu menghindar untuk memenuhi kewajibannya. 

Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila 

tergugat di hukum untuk mengembalikan pinjaman sementara dan bunga maupun keuntungan 

serta kerugian yang di alami oleh penggugat dengan segala akibat hukum yang menertainya. 

Adanya tindakan wanprestasi tersebut, penggugat telah memberikan somasi-somasi (teguran) 

baik secara lisan maupun tertulis terhadap tergugat : 

a. Surat somasi No. SATA/50/NR/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017. 

b. Surat somasi No. SATA/80/NR/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017. 

Tergugat tetap tidak mengindahkannya bahkan cendrung untuk tidak melaksanakan 

kewajibannya, dengan demikian tergugat telah sengaja tidak beritikat baik dengan tidak 

memenuhi prestasinya. 

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik (good faih/tegeoder trouw/de 

bonne foi) atau dengan lain perkataan pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang 

benar dimana hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar 

jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan, keadilan dan hukum yang berlaku, 

sehingga upaya terakhir diajukan gugatan ini atas wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. 

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, telah nyata terlihat Tergugat telah 

melakukan wanprestasi atas ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pengakuan hutang 

dengan jaminan. Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat tersebut berdasarkan 

ketentuan diatas, maka secara hukum sudah sepatutnya tergugat mengganti kerugian secara 

materil yang dialami oleh penggugat yaitu sebagai berikut: 

a. Pinjaman sementara sejumlah Rp.Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
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b. Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) sebesar Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta 

rupiah). 

c. Biaya kebutuhan untuk penyelesaian tingkat somasi oleh kuasa hukum Penggugat adalah 

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 

d. Biaya kebutuhan kuasa hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri 

Meulaboh adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). 

Total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh 

tergugat atas perjanjian kerja sama dan akta pengakuan hutang dengan jaminan adalah 

sebesar Rp.3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hal-

hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa 

dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai 

berikut :  

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

b. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah 

dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, di Meulaboh dengan Nomor 

04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan 

tergugat; 

c. Menyatakan sah dan berharga akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 

09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda di Meulaboh. 

d. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama tanggal 

09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda di Meulaboh 

dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/ tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh 

penggugat dan tergugat dan akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 

09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmad Jhowanda, di Meulaboh. 

e. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada penggugat 

secara seketika dan sekaligus berupa: 

1) Pinjaman sementara sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); 

2) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan 

ratus juta rupiah); 

3) Biaya kebutuhan untuk penyelesaian tingkat somasi oleh kuasa hukum penggugat 

adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 
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4) Biaya kebutuhan kuasa hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri 

Meulaboh adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); 

5) Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada 

Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya 

dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini. 

f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslag) terhadap tanah milik 

Tergugat berupa: 

1) Sebidang tanah Hak Milik seluas m2 (sembilan belas ribu Sembilan ratus enam meter 

persegi) yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamtan Kuala, Kabupaten Nagan 

Raya, Provinsi Aceh sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 61 atas 

nama Suri Setiawan (Tergugat). 

2) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga 

belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, 

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak 

milik No. 62 atas nama Suri Setiawan (Tergugat). 

3) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga 

belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, 

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak 

milik No. 63 atas nama Suri Setiawan (tergugat). 

4) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga 

belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, 

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak 

milik No. 64 atas nama Suri Setiawan (tergugat). 

5) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga 

belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, 

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak 

milik No. 65 atas nama Suri Setiawan (tergugat). 

6) Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. 

Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor  

19/Pdt.G/2017PN Mbo,  tanggal 18 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut : 

a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 
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b. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah 

dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 

04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan 

tergugat. 

c. Menyatakan sah dan berharga akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 

09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di 

Meulaboh. 

d. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Kerja Sama 

tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. 

M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang 

ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan akta pengakuan hutang dengan jaminan 

Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, 

S.H. M.Kn di Meulaboh. 

e. Menolak gugatan penggugat selebihnya; 

f. Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 765.000,00( tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah); 

Putusan  Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi 

Banda Aceh dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.BNA tanggal 30 Mei 2018 yang 

amarnya menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut, 

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Mbo tanggal 

25 Januari 2018, yang dimohonkan banding sepanjang mengenai susunan/format dalam amar 

putusan dan bunga atau keuntungan yang harus dibayar oleh pembanding/semula tergugat 

kepada terbanding/semula penggugat sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 

b. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah 

dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 

04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan 

tergugat; 

c. Menyatakan sah dan berharga akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 

09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di 

Meulaboh; 
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d. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama tanggal 

09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn, di 

Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang 

ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan akta pengakuan hutang dengan jaminan 

Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, 

S.H. M.Kn di Meulaboh; 

e. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada penggugat 

secara seketika dan sekaligus berupa: 

1) Pinjaman sementara sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); 

2) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah); 

Dengan total kerugian sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah); 

f. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 

g. Dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya; 

h. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum tergugat dalam konvensi/penggugat dalam 

rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan 

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah). 

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Suri 

Setiawan tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 

33/PDT/2018/PT.BNA tanggal 30 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri 

Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Mbo tanggal 25 Januari 2018 sehingga amar 

selengkapnya sebagai berikut : 

a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 

b. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah 

dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 

04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh penggugat dan 

tergugat. 

c. Menyatakan sah dan berharga akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 122 tanggal 

09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di 

Meulaboh. 
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d. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama tanggal 

09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn, di 

Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang 

ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan akta pengakuan hutang dengan jaminan 

Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, 

S.H.M.Kn di Meulaboh. 

e. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada penggugat 

secara seketika dan sekaligus berupa: 

1) Pinjaman sementara sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah); 

2) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.112.500.000,00 (seratus dua 

belas juta lima ratus ribu rupiah); 

Dengan total kerugian sebesar Rp.2.612.500.000,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta 

lima ratus ribu rupiah); 

f. Menolak gugatan penggugat selebihnya; 

g. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini 

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, maka penulis sepakat dengan putusan 

tersebut, sebab perbuatan Suri Setiawan (tergugat) merupakan perbuatan wanprestasi karena 

telah ingkar janji kepada Teuku Muhammad Taufiq (penggugat). Tergugat telah wanprestasi 

terhadap perjanjian kerja sama jual beli property dan akta pengakuan hutang dengan jaminan 

yang telah disepakati dan ditandatangani antara penggugat  dan tergugat dimana berdasarkan 

Pasal 1 perjanjian kerja sama tersebut penggugat memberikan pemasukan modal uang berupa 

pinjaman sementara sebersar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untul 

modal kerja sama dibidang property kepada tergugat. 

IV. KESIMPULAN 

1. Pengaturan  wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama 

pemasukan modal maka pihak yang dirugikan melakukan gugatan agar pihak yang 

menimbulkan kerugian  diwajibkan memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam 

perjanjian kerja sama yang menentukan pihak yang ingkar janji bersedia untuk 

dituntut dan menanggung segala biaya yang timbul dari penagihan tersebut. Tindakan 

cidera janji (wanprestasi) adalah sanksi berupa kewajiban penggantian ganti kerugian 
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berupa biaya, rugi dan bunga kepada penggugat. sebesar Rp.2.612.500.000,00 (dua 

miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). 

2. Kekuatan hukum akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan 

modal adalah merupakan sutau alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila 

terjadi sengketa di pengadilan. Akta pengakuan hutang yang dibuat para pihak dalam 

perjanjian kerjasama pemasukan modal tersebut secara autentik berkekuatan hukum 

mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya 

sehingga harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan 

itikad baik untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan perjanjian hutang piutang 

tersebut. 

3. Pertimbangan hukum hakim Hakim dalam memutuskan perkara No. 191 K/Pdt/2019 

adalah perjanjian tersebut telah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, 

sehingga hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hutang 

piutang yang disertai dengan bunga dimana penggugat dan tergugat sepakat bahwa 

penggugat adalah pihak yang memberi hutang (kreditur) sedangkan tergugat adalah 

pihak yang berhutang (debitur) dengan ketentuan bahwa tergugat harus 

mengembalikan pinjaman dalam tempo 3 (tiga) bulan dengan disertai pembayaran 

keuntungan. 
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